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Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan:

Repub

Repub

lik Indonesia. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Berita Republik Indonesia Tahun ke-II-1946. Lembaran Negara Tahun
1959 Nomor 75;

.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan
Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung.

. Undang-undang Nomor 19 Tehun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan
Badan-badan Kehakiman.

.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi
Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang Undang Dasar
Republik Indonesia. Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 56. Tambahan
Lembaran Negara Tahun 1950, Nomor 37.

.Undang-undang Nmor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kejaksaan RI. Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 255.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2299.

.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3258.

.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI. Lembaran
Negara Tahun 1991 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451.

.Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67. Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4401.

.Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara
Tahun 2009, Nomor 5076.

.Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 49/PUU-VIII/2010 tentang Uji
Materiil Pasal 22 Ayat (1) Huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan RI terhadap Undang Undang Dasar Tahun 1945.

lik Indonesia Serikat. Keputusan Presiden R.I.S Nomor 48 Tahun 1950,
tentang Mengumumkan Piagam Penandatanganan Konstitusi Republik
Indonesia Serikat dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Lembara
Negara Tahun 1950 Nomor 3.

.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan
Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia sebagaimana Telah Diubah
dengan Undang-undang Nomor 56 Tahun 1958 tentang Pengubahan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950.
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Wawancara dengan Jaksa Untung Syahputra (Kasi Pidum Kejaksaan Negeri
sawahlunto), tanggal 8 Juni 2020.
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Sawabhlunto), tanggal 8 Juni 2020.

Wawancara dengan Mohamad Sophian (Pendakwa Raya pada Jabatan Peguam
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Wawancara dengan Sebastian Larance (Jaksa pada Kantor Kejaksaan Kanada
Tahun 2010-2013 dan Profesor paruh waktu pada Universitas Ottawa
Kanada) melalui media Messenger dan e-mail tanggal 9 - 10 Nopember
2019.
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